PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dharma Praja No. 06 - Gunung Tinggi Batulicin Tanah Bumb'u 72171
Telepon/Faximile : (0518) 6076023 e-mail: disdiktanbukab@gmail.com,

Website: hitp//disdiktanahbumbukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR: 800/ 152 -KP/DISDIKBUD/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG SEKOLAH MENENGAH

Menimbang

Mengingat

PERTAMA KABUPATEN TANAH BUMBU

TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.

- Surat Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Mantewe Nomor:
897/85.a-DS/UPK-Disdikbud/2017 tanggal 04 April 2017
tentang penerbitana izin operasiona SMPN 1 Mantewe.

- Surat Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Karang Bintang
Nomor: 897/125-DS/UPK-Disdikbud/2017 tanggal 06 April

2017 tentang penerbitan izin operasional SMPN 2 Karang
Bintang ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan untuk legalitas, dasar
beroperasi, dan kepentingan administrasi lainnya
sebagaimana  dimaksud dalam huruf a yang nama
sekolahnya pada lampiran keputusan ini perlu diterbitkan
SK Izin Operasional Sekolah dari Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu;

Undang-Undang nomor 2 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang
‘Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Yahun 2003 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tam bahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 430 1);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
telah dirubah beberapa Kkali
nomor 12 tahun 2008 tentang

tentang
Republik
Lembaran
sebagaimana
dengan Undang-Undang



10.

I,

12,

tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Perintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 47410;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republkik Indonesia Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah;




Menetapkan
KESATU

KEDUA

- KETIGA

KEEMPAT

13.

14,

15.

16.

17,

Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320);

Keputusan  Menteri  Pendidikan Nasional Nomor
060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16
Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas
Pokok, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2007 Nomor 40), sebagian telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014
Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

Pemberian Izin Operasional Sekolah Jenjang Sekolah
Dasar di Kabupaten Tanah Bumbu.

Memberikan Izin Operasional Sekolah Jenjang Sekolah
Dasar kepada nama sekolah sebagaimana yang tercantum
dalam lampiran keputusan ini.

Guna kelengkapan serta mendukung proses kegiatan
belajar mengajar sekolah tersebut, perlu dipersiapkan hal-
hal sebagai berikut:



KELIMA

1. Wajib melaporkan keadaan seckolah baik tenaga
pendidik, tenaga kependidikan serta sarana prasarana
yang selalu diperlukan dalam proses pendidikan dan
pembelajaran,

2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan
sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
Anggaran 2017.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
Pada tanggal, 10 Mei 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabypaten Tanah Bumbu,

Pembjna Utama Muda/IV.c
NIP 19600915 198703 1 018




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 800/ -KP/DISDIKBUD /2017

TANGGAL : 10 Mei 2017

TENTANG : Pemberian Izin Operasional
Jenjang Sckolah Menengah
Pertama.

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017

NO NAMA SEKOLAH NPSN ALAMAT

1 SMPN 1 MANTEWE 30303653 Kecamatan Mantewe

2 | SMPN 2 KARANG BINTANG 30303787 | Kecamatan Karang Bintang

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tanah

j Bumbu,

Ir. Saftonb, M. Si
Pemhina Utama Muda/IV.c
NIP 19600915 198703 1 018




PT. PLN (PERSERO)
WILAYAH VI

CABANG

PERNYATAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Yang bertanda tangnn dibavah iod :

Nama :  SWP AsTama Murid,
' Alamat : J’l.luh! m’ Raya
Namor KTP ¢ 2 m ........ " ﬁ .........

( Foto Copy Llerlampir )
menyntalan hal-hal schogoi berilat :
1. Untuk bangunan milik / kami depgan alamt :

R R L

telah ; mempuoyai/mengajulan *) Surat Izin Mendirikan Baogunan
dari/ke *) Pemerintah dacrah.
Surat Bultti ......veeveirineiriacieanenann.
2. Jika dikcmudian bari ada/mepdapat gugatan dari pihak PEMDA
atau pihak laionya wengenai peoyambungan aliran listrik di a-
laoet tersebut, mola kami bersedia dan tidak berkeberatan alir
an listrik dicabut scketila dan saya/kami tidak alen menuntut
ganti rugi dalam bentuk apapun kepada pibak PLN.

Damilkian surat pernyataan ini dibuat, guna memenuhi syaral menda-—
Eotaberty ........

(IFoto Copy terlampir ).

patlmn sambungan aliran listrilk PIN Cabang ...

#) Coret yang tidak perlu.




Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS TATA BANGUNAN, PASAR DAN KEBERSIHAN

Alamat : Dharma Praja No. 03 Gunung Tinggi Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu Telp / Fax. (0518) 6076001
Kode Pos 72171 Kalimantan Selatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TATA BANGUNAN,
PASAR DAN KEBERSIHAN KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR : 640 #3728/ PEMB-IMB / VIII / 2010

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEPALA DINAS TATA BANGUNAN,
PASAR DAN KEBERSIHAN KABUPATEN TANAH BUMBU

a. Bahwa berdasarkan surat dari : MULYANINGRUM,S.Pd an. SMPN 1 MANTEWE
Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sepuluh ;
Perihal Permohonan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan dan Berita Acara
Peninjauan Lapangan No. 650 /.2£/0 / DTBPK-PPB / VIII /2010 ;
Bahwa dari hasil penelitian dan peninjauan lapangan dan pertimbangan secara teknis serta
telah memenuhi kelengkapan persyaratannya ;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b,
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tata Bangunan, Pasar dan Kebersihan
Kabupaten Tanah Bumbu.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 ;

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ;

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 ;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 ;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2005 ;
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2005 ;
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 08 Tahun 2007 ;
Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 140 Tahun 2005 ;

SDI00 1 Gy Lho TR =

—

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin kepada ;

Nama : MULYANINGRUM,S.Pd an.SMPN 1 MANTEWE

Alamat : J1. Desa Suka Damai RT 10 Kec. Mantewe

Fungsi Bangunan : SMPN 1 MANTEWE dan Pasilitas Penunjang didalamnya

Lokasi Bangunan : Jl. Raya Transmigrasi RT. 10 Desa Sukadamai Kec.Mantewe

a. Jangka waktu peke:]aan mendirikan bangunan maksimum 1 (satu) tahun sejak dikeluarkan
keputusan ini ;

b. Izin ini hanya dianggap sah setelah ada bukti pembayaran retribusi Izin Mendirikan
Bangunan ( IMB ) ;

c. Apa bila bangunan didirikan tidak sesuai rencana semula,lzin Mendirikan Bangunan ini
dinyatakan tidak berlaku lagi. _

d. Bilamana Bangunan yang didirikan terkena rencana atau direncanakan oleh Pemkab.
Tanah Bumbu, maka pemegang izin bersedia menyesuaikan dengan ketentuan yang
berlaku.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan

dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batulicin
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KEPrUTUSAN
MENTERL PENDIDIKAL DAN KEAUDAYAAL
REPUBLIK INDCHESIA
No.0594 /0/1°8S
tentang
Pembukaan, Penunggalan, <dan Penegexrian

Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

FENTZRI PENDIDIXAWL DAMN XZBUDAYAAM,

t A.-tahwa berdasarkan Ke-utusan Menteri Pendidikan dan Kebucdayaan
tsnggal 22 Desezber 1973 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan au-

stman crganisaei dan ta=a kerja Sekolah Menengah Umuxm Tingkat

Partama (SMP);

bahwa dava tampung SMP ilegeri perlu ditingkatkan pesual dengan
.xebutuhan masyaraka: dengan menetapkan pembukaan, penunggalan,

éan penegerian Sexolah Menengah Umum Tingkat Peztama,

: 1. Xeputvesan Presiden RepublikX Indonesia:
a. Nomor 44 Tazhun 1874;
b. Nomor 40/M Tahun 1580}
‘. €. Nomor 45/M Tahun 1283;
d. Nemor 15 Tahun 1384;

e. Ncmo

H

138/1 Tahun 1985;

2. Kepurusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. tanggal 27 Desember 1978 No. 0370/0/1278;
b. tancgal 3¢ Juni 1972 No. 0145/0/1979;

c. ﬁanggal 1’ September 1980 No. 0222b/0/1980:
d. tanggal 14 Mare: 1283 No. 0173/0/1983;

. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalanm
|

suratnya Nomor B-876 /I/MSHPAN/11/85 tanggal 16 Nopember 1985;

MEMUTUS KAN =

{ a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (S™P) Negeryi;
b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negexi;

di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan
L}
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kedun

Keempat

Kelime

Keenanm

Ketujuh

Kedelapan

Xedudukan, tugas dan fungsi, pusunan organiasasl, dan tata reria
SHF Negeri teraebut pada ¢!ktum "Pertams" diantur sescal dengan
ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

tangeal 22 Desember 1978 No.0370/0/1978.

Bagan organisasi SMP Neger! tersebut pada diktum "Pertama" adalan

sebagaimana tersebut pada Lamplran II Keputusan ini.

Menucaskan kepada Kepala Xantor Hilayah Departemen Pendidikan dar
Xecudayaan &l Propinai Yang bersenghutan untuk melaksanakan kerentu-
an tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada A& wila-

yahnya.

Biava untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masinc
sekolak dl propinsi yang bersanckutan dibebankan pada mata anggararn
sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudaya-
an tahun 1985/1986, dan untuk tahun--ahun selanjutnyz pada mata

anggaran yvang selaras dengan itu.

Dengan berlakunya Keputusan ini jumian SMP Negazi di Indcnesis
adalah 6377 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujun) buanh yang
tersebar di 27 Propinsi.

Hal-nal yanc belum diatur dalam Keputusan ini akan ciatur lebih

lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Xeputusan ini mulai berlaku paca tanggal ditetapxan dan berlaku

Burus terhi;ung mulai tanggal 1 Juli 1385,

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 November 1985
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E. Insorckzur Jendaral Departemen
3.4

9. Se=ua Diredtur Senderal celas lingkungoern

r

12. ‘Se=ua Direkzcorat, Inspektar, Ppirc, fusac, cdar

DopaTtemen rendidikan can Kenudayasy,

13. Ei:j‘ll‘..};!ﬂt'\:ﬁ _:_,‘_:'; pgr'h_mq_mﬂ.vlg:. :JE:-'J""‘_’I'"“Z:"

14, Se==z Xancor Wilayah iLapartemen ProdidiMan den

A
15. Semua Gubernur Xepala Daaran Tingkat I

r
16. Sarmva Teo=Zinzvor Foordinasi
17. Sr=va Taiv/In-~/Sakolsn Tincgi/

== An-

——iZn Zan Kebudayaan;
18,

e T pe——
iy T S

19. Dixjen Ancgaren,

20. Disjen Pajak,

i
21-Di:.?ei1mdaha:aan Regara Ditjer
22. Se=ua Kansh

r Perbendsharaazn Negir=z,
22. Baden ‘.‘-‘.d:_*nis::asi Kepegawaian wegiea,
24, Laxbage Adoinisteags H=gara,

<. Ketua CPR-RT,

25. Xcmisi IY DPR-RI,

27. vang bersangkutan umrok fipergunzkan separir.-a

s rma

- ADIC2ran Dup-—to-

= Departoma,, Pendidilen can Rebudavaan,
Peniidikan dan Xebudayaen,
Dooztemen Pendidikarn cdan Yezudavaer,

can Pendidikan dan Kebudayean ceads

nelltizn dan Pengezbangan

SAuNTEn Uicastamen Pendidikan cdan

Pl ‘dalan lingkungar

Fehekimar,

Kobpdavazrn  A: 0

DPerguruan Tinczi CSyacta,

2lradani d=lam linctkunzan Departenss

. Keuangzan,




3 4 5 6
1. SMP llsgeri 2 - Xelua ~ Fabupaten Tabzlong
XKolua Eota .
"15. SHP Wogerd - Sungai Laya Kabupaten Halu -
Patang Kulur Sungel Selaten ¥
16. SMP Hogeri - Fulsa Laut Timur |/ Kabupaten Kota Baru
Darangeas
17. SHP Nogeri - Jalaa laut Selatan | , Kabupaten Kota Baru
Tanjung Selokn
rumw SMP Megerd 2 - Batu Licin vKebupaten Kota Baru
Butu Xioin ) "o
19. SMP Mogeri - Kusan Hula ~Kabupaten Kotz Baru
Lasung -
20. SMP Nogeri 2 - - Kuzan Hiltr- ~ Kabupaten Kota Baru
. Pagatan
_ 21, SMP Negerl - Kalumpang Tongah v Knbupataen Xots Turu-
Tanjung Batu _
22, SMP Xugarl - Zalumpang Selatan |- Kabuputen Kota Baru
f Pantai
_ 23, SHMP Pagerl ~ Panukan Selatan +Kabupaten Eotu Borum
Tanjung Sumaluntukan
2l;. SMP Hagerl - Puzmknn Utors Kabupaten Xota Baru
Dakou
25. SMP NWegeri - Karang Intan Kabupaten Danjsxr “
Mandi Angin
26. SMP Hageri 2 - Furtak Hunyar Kabupatsn BDanjar *+

Yertek Hunyar




